
 
 
 
 
 
 
 

 

BUPATI KAPUAS 
 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 
 

NOMOR   24  TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 

PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

KEPADA PEMERINTAH DESA DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAPUAS, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah 

Kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas 

tentang Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten 

Kapuas Tahun Anggaran 2017.  

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286);   
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049);  

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5887);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa;  

 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DANA BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA 

PEMERINTAH DESA DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 

ANGGARAN 2017. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.   
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

3. Bupati adalah Bupati Kapuas.   
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan 

Daerah.  

5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.  

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas 

dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;  

10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, 

dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 

diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.  

11. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 

dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.  

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang 

ditetapkan dengan Peraturan Desa.  

14. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi 

Hasil adalah bagian penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diberikan 

kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan 

hasil pajak dan retribusi daerah.  

15. Realisasi Hasil dari Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa adalah jumlah 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing-masing 

Desa.  

16. Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten adalah Jumlah 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diterima 

Kabupaten berdasarkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan seluruh Desa.  

 

BAB II  
PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL KEPADA SETIAP DESA 

 

Pasal 2 

 

(1) Penentuan Dana Bagi Hasil diatur sebagai berikut :   
a. sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada setiap 

Desa; dan  

b. sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional 

berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-

masing.  

(2) Bagi Desa yang tidak terdapat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan, dan desa yang Daftar Himpunan Ketetapan Pajak 

(DHKP) belum di lakukan pemisahan dan masih masuk ke desa induk dan untuk 

penerimaan desa yang kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka 

alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah secara proporsional untuk masing-

masing desa diberikan/dibagi sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima 

puluh ribu rupiah).  

(3) Rumus untuk menentukan Dana Bagi Hasil kepada desa adalah sebagai berikut:   
a. Alokasi Dana Bagi Hasil :  

 
Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah x 10 % 

 

 

b. Alokasi Merata : 
 

Dana Bagi Hasil x 60% 

Jumlah desa  
  

 

c. Alokasi proporsional untuk desa dengan realisasi >1 juta : 
 

[(Dana Bagi Hasil x 40%)- Realisasi penerimaan desa 

Σalokasi desa dengan x  Σrealisasi penerimaan dari 

Realisasi <1 juta] seluruh desa 
  



 

Pasal 3 

 

Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada 

Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 
 

PENUTUP 
 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 
 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 

pada tanggal   18 Agustus 2017 
 

BUPATI KAPUAS, 
 

ttd 
 

BEN BRAHIM S. BAHAT 
 
Diundangkan di Kuala Kapuas  

pada tanggal   21 Agustus 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

 

ttd 

 

RIANOVA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 24 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

 
          KRISTOP, SH 

    Pembina Tingkat  I (IV/b) 

NIP. 19620315 199103 1 010 
 


